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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa :

Implementasi pemberian upah kepada narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan kelas Il A Sragen pada prinsipnya dilakukan setiap satu
bulan sekali, namun pada kenyataan di lapangan upah dapat diambil
sewaktu-waktu ketika narapidana membutuhkan dengan catatan telah
menyel esaikan pekerjaannyaterlebih dahulu.

Pemberian upah kepada narapidana tidak dapat langsung diterima
oleh narapidana, namun dititipkan di bendahara Bimbingan kerja dan
pengelolaan hasil kerja, dengan perhitungan :

1. Pemberian upah kepada narapidana yaitu sebesar 40%, dan

sisanya untuk biaya operasional.

2. Uang yang tersmpan di bendahara Bimbingan kerja dan
Pengelolaan hasi kerja, dapat digunakan narapidana untuk
memenuhi kebutuhannya selama berada di dalam Lembaga
Pemasyarakatan.

3. Apabila masih ada sisa uang yang terssimpan di bendahara

Bimbingan kerja dan Pengelolaan hasil kerja, narapidana juga
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dapat membawa sisa uang tersebut setelah selesai dari masa
tahanan.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu dibentuknya aturan mengenal hak upah atau premi bagi
narapidana secara khusus yaitu mengenai transparansi perhitungan
upah.

2. Lembaga Pemasyrakatan kelas Il A Sragen seharusnya memberikan
pelatihan ketrampilan dan latihan kerja setiap bulan sekali,
maksudnya agar narapidana mendapatkan ilmu dan wawasan baru
mengenai ketrampilan, dan berharap juga apabila sudah keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan mampu bersaing dengan
orang-orang lain atau masyarakat diluar nantinya.

3. Masyarakat, pihak swasta dan instansi-instanss yang terkait
hendaknya lebih memperhatikan serta dapat berperan aktif dalam

membantu proses | atihan kerja kepada narapidana.
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